
BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR T6 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI
PARTWISATA DAN OLAHRAGA

BI SMILLAHIRRAMANIRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang bahwa untuk melaksanalan ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan Pasal
110 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan
Olahraga;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaral
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 lentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Talrun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Mengingat
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentar,g Kabupaten
Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6930);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11.Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Aceh Nomor 52);

12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 lentang
Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN RSTRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI,
PARIWISATA DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi adalah

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimala
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
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4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang meqjadi kewenangan daerah otonom.

6. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
7. Peralgkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DpRK

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

8. Dinas adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
9. Pelayanan adalah bentuk kegiatan dan jasa yang diberikan

kepada Wajib Retribusi yang dipungut biaya.

10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undalgan.

11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau
perizinan.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak mela-kukan usaha meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau
badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana Pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau Badan.

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagr Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.

16. Bukti Pembayaran yang selanjutnya disebut BP adalah bukti
pembayaran secara tunai dari wajib retribusi kepada kasir atau
Bendahara Penerimaan.

17. Surat Setoran Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat
SSRK, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yalg
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
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18. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya
disingkat SKRK, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

19. Surat Tagihan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat
STRK, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi
dan/atau sanksi administratif berupa denda.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undalgan
retribusi daerah.

21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi
serta menemukan tersangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peratural Bupati ini adalah sebagai pedoman tata cara
pemungutan retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata
dan olahraga dalam Kabupaten Aceh Utara.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur proses
pemungutan bagi wajib retribusi dalam pemenuhan kewajiban
pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan
olahraga dalam Kabupaten Aceh Utara.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peratural Bupati ini meliputi:
a. n€una, objek, subjek, dan wajib retribusi;
b. penetapan besaran retribusi;
c. permohonan, pembayaran dan penyetoran retribusi;
d. pelaporan retribusi;
e. pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan retribusi;

dan
f. penagihan retribusi.

BAB IV
NAMA, O&JEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata
dan Olahraga dalam Kabupaten Aceh Utara adalah retribusi atas
pelayanan tempat pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan
olahraga dalam Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan Pemerintah
Kabupaten.
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Bagian Kedua
Objek Retribusi

Pasal 5

(1) Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan tempat rekreasi,
pariwisata dan olahraga dalam Kabupaten Aceh Utara yang
disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan
Olahraga sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tarif objek wisata, terdiri dari:

1) kendaraan roda dua tarif Rp. 5.000 per sekali masuk;
2) kendaraan roda empat tarif 10.000 per sekali masuk;
3) Orang dewasa tariffRp. 3.000 per sekali masuk; dan
4) anak-anak tarif Rp. 2.000 per sekali masuk.

b. sewa stadion/Iapangar olahraga kabupaten tarif Rp.
2.000.000 per hari;

c. sewa stadion/lapangan olahraga kecamatan tarif Rp.
1.000.000 per hari;

d. sewa stadion tunas bangsa-Lhokseumawe tarif Rp.
3.000.000 per turnamen;

e. sewa gedung olahraga (GOR) taril Rp. 100.000 per hari; dan
f. tarif kolam berenang, terdiri dari:

1) sewa tempat tarif Rp. 2.000.000 per tempat per hari;
2) orang dewasa tarif Rp. 10.000 per tempat per hari;
3) anak-anak tarif Rp. 5.000 per tempat per hari.

(3) Yang dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pelay€rnan tempat rekreasi, pariwisata, dan
olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Bagian Ketiga
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 6

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan
Olahraga dalam Kabupaten Aceh Utara adalah orang pribadi
atau Badan yang memperoleh penyediaan tempat rekreasi,
pariwisata dan olahraga.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata dan
Olahraga dalam Kabupaten Aceh Utara adalah orang pribadi
atau Badan yang memperoleh pelayanan tempat rekreasi,
pariwisata dan olahraga di Kabupaten Aceh Utara.

BAB V
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 7
( 1 ) Tingkat penggunaan j asa atas pelayanan j asa usaha pelayanan

tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga diukur berdasarkan
jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu
pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

(2) Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan tempat rekreasi,
pariwisata dan olahraga berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri
atas objek wisata (tiket masuk kendaraan roda dua, kendaraan
roda empat, orang dewasa, dan anak-anak), sewa tempat, sewa
stadion, sewa gedung olahraga, sewa tempat/tiket masuk
kolam renang.
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BAB VI
PERMOHONAN, PEMBAYARAN DAN PENYE-TORAN RETRIBU SI

Bagian Kesatu
Tata Cara Permohonan Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata

dan Olahraga

Pasal 8

(1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan Pelayanan Tempat
Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga kepada Bupati melalui
Dinas.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
persyaratan sebagai berikut:
a. Surat permohonan; dan
b. Fotokopi identitas yang masih berlaku.

(3) Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persetujuan

Pasal 9

(1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) dilakukar verifikasi oleh Dinas.

(2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
dapat menyetujui atau menolak permohonan Pelayanan
Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

(3) Dalam hal permohonan disetujui, Dinas menerbitkan SKRD
atau surat pe{anjian penyewaan tempat/gedung/stadion/
lapangan olahraga Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

(4) Dalam hal permohonan ditolak, Dinas memberitahukan secara
tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan
penolakan.

Bagian Ketiga
Pembayaran

Pasal 10

(1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata
dan Olahraga, dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen iain
yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah berupa karcis atau Surat Perjanjian
penyewaan tempat/ gedung/ stadion/ lapangan olahraga.

(3) Format SKRD, Karcis dan Surat Perjanjian penyewaan
tempat/gedung/stadion/lapangal olahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratuan
Bupati ini.

Bagian Keempat
Penyetoran Retribusi

Pasal 11

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran atau penyetora-n
Retribusi yang terutang dengan menggunakan SSRD.
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(2) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan pada Bendahara
Penerimaan atau melalui Bank yang ditunjuk.

(3) Pembayaran atau penyetoran Retribusi sebagaima_na dimaksud
pada ayat (2) dilakukan secara elektronik atau non tunai
melalui:
a. Setor langsung pada Bank yang telah ditentukan;
b. Transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh

Utara;
c. Menggunakan QRIS dan/atau perangkat non tunai lainnya;

atau
d. Bank atau tempat lain yang ditunjuk dan ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.
(4) Dalam ha1 pembayaran Retribusi melalui Bank, Wajib Retribusi

menyerahkan bukti setoran kepada Bendahara Penerimaan
pada Dinas.

(5) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi
bertepatan pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada
hari keda berikutnya.

(6) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Penagihan Retribusi diawali dengan menerbitkan Surat
Teguran.

(2) Surat Teguran sebagaimana yang dimalsud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Dinas setelah T (tujuh) hari sejak tanggal
jatuh tempo pembayaran Retribusi.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Surat
Teguran sebagaimana dimaksud ada ayat (2) disampaikan,
Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.

(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar l% (satu persen) per
bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(5) Format Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Retribusi secara tertulis kepada Bupati
mela,lui Kepala Dinas.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat:
a. Nama Wajib Retribusi;
b. Alamat Wajib Retribusi;
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c. Masa dan tahun Retribusi;
d. Perhitungan Retribusi yang terutang menurut Wajib

Retribusi;
e. Basarnya jumlah kelebihan Retribusi; dan
f. Nomor rekening Bank Wqjib Retribusi.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditengkapi
dokumen:
a. SI(RD atau dokumen yang dipersamakan; dan
b. bukti pembayaran Retribusi atau SSRD yang asli.

Pasal 14

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal
l, Bupati melalui Kepala Dinas melakukan penelitian
permohonan dan pemeriksaan dalam rangka penerbitan
SKRDLB.

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
kelengkapan pemenuhan persyaratan permohonan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. menolak dengan menerbitkan surat penolakan beserta

dengan alasan penolakan; atau
b. mengabulkan dan memproses permohonan kelebihan

pembayaran Retribusi jika sesuai dengan persyaratan.
(3) Terhadap permohonan yang dikabulkan, Kepala Dinas

melakukan perhitungan kelebihan pembayaran Retribusi dan
menerbitkan SKRDLB.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
utang Retribusi.

(5) Format SKRLB sebagai mana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(6) Proses dan penatausahaan pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi berpedoman pada peraturan mengenai
pengelolaan keuangan daerah.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 15
(1) Hak untuk melakukan penagihaa Retribusi menjadi

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) tertangguh jika:
a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
b. Terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi,

baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal diterimanya Surat Teguran.

(4) Pengaluan utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
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(5) Pengakuan utang Retribusi seca-ra tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
perrnohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 16

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada
Bupati meialui Kepala Dinas atas SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasalndonesia
dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu palinglama 3
(tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecualijika Wajib
Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut
tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/ atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan
atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (l) dengan menerbitkan Surat
Keputusan Keberatan.

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimalsud pada
ayat (1), Bupati melalui Kepala Dinas dapat melakukan
Pemeriksaan.

(3) Keputusan Bupati dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang
terutang.

(4) Apabila j angka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima
seluruhnya.

Pasal 18

(1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusidi kembalikan dengan
ditambah imbalan denda sebesar 0,6% (nol koma enam persen)
per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk
paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan denda sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang .*.*$.t"huinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah
Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal

1446 H
r

r
\

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 6 Mei Z02S M

8 Dzulqaidah 1446 H

A. JALI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2025 NOMOR I,G

,,€EERSTARIS DAERAH
r(ASI.JPATEN ACEH UTARA,
,' ,i\ I .,/'i'w
f ', A. MURTALA

\

{
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOT 16 reHuN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN R TRIBUSI
RETMEASI, PARI\UISAI"A DAN OLAHRAGA

PELAYANAN TEMPAT

SURAT PERMOHONAN

Kepada Yth,
Kepala Dinas

Yang Bertanda tanga:r di bawah ini
Nama
NIK
Pekerjaan
Alamat
Nomor telepon/HP
Dengan ini kami mengajukan
prmohonan untuk pembelian hasil
produksi usaha Pemerintah
Kabupaten Aceh Utara yaitu
Berupa (sewa tempat objek
wisata/eewa etadion/lepengan
olahraga kabupaten/ lapangan
olahraga kecamatan/ stadion tunas
barrgsa Lhokseumawe f sewa tempat
kolam renang)
Tarif
Satuan
sebagai pertimbangan bersama ini kami lampirkan Fotokopi lfrP/identitas
pemohtrn.
Demikian atas terkabul nya perrrrohonan ini disampaikan terimakasih.

{Pemohon}
Nama

llrr.t).,,t.

rI

{
t

A.
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT

A. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

KOP PERANGKAT
DAERAH PEMUNGUT

SKRI)
SURAT KETETAPAN
RETRIBUSI DAERAH

ACEH UTARA

Nomor

Tahun Anggaran
Nama
Alamat
NPWRK
Tanggal Jatuh Tempo

No Objek Retribusi Jumlah (Rp.)
1

2
3.
4
dst
Jumlah Pokok
Jumlah Denda
Jumlah Keseluruhan

Terbilang

Perhatian:
1. Harap penyetoran dilakukan di Perangkat Daerah Pemungut Retribusi/Kas Daerah

kepada pejabat yang ditunjuk.
2. Apabila SKRK ini tidak atau kurang bayar setelah waktu 3O hari sejak diterima, maka

dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 o/o (dua persen) perbulan.

Kepala Perangkat Daerah ..

(.....
NIP

)

Ruang untuk
/Kas Register
Tangan
Penerima

teraan
lTanda

Petugas

Diterima Oleh :

Petugas Tempat Pembayaran

Tanggal
Tanda Tangan
Nama

Penyetor

)

Guting di sini

TANDA TERIMA No. SKRD

Tahun...
NPWRK
NAMA
Alamat Yang Menerima

( )

(.
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Karcis
1. Karcis Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata untuk Roda

Dua dan Roda Tiga

2. Karcis Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata untuk Roda
Empat

3. Karcis Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata untuk lebih
dari Roda Empat

PEMERINTAH KABI'PATEN ACEH UTARA
SERI : A

ivo. : SERI : A No.:
Rerribusi TsriI Tiker Masuk

Kendaraan :

Roda Dua dan
Roda Tiga

Rp.S.(XX),-
( Uma Nbu Rupiah )

BIIKTI P BAYARAT RE? BUSI PEI.ITYAJTAI{ ltr,uPAT NEXRTAEI DAX PAnISIAATA
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR ..... TAHUN 2024)

Untuk : Roda Dua dan Roda Tiga

Rp. 5.OOO,-
( Umd Ribu Rupiah )

R.tdbui lnl dlpln3ut oLh Dt!6 K.FEri[.in, OLhntr &, P.rtrlEt lhbuFt.! t .L Ut.n
D.n LIctr trt .tl@t.t oLt E .Ln P.r{.lohu X.u.!a.n D..nh Brb[Ft.r A..h Ut.n

Araip PERtiATlrlll !

Bll. brFdi t.hibngen &hm tend.rrrn b.t* berupr
b. E b.fieg. mallrun barang *ecil l.innya ddek

ttenjdi t.ngEungi eb petuga.

,20
Petugas Pengutip

I PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
SERI : B

NO. SERI : B No.;
Retribusi Tsrif Tiket Masuk

Kendaraan :

Roda Empat

BUKTT PEMBAYARAN RETRIBUSI PTLI\YANA.}I TEUPAT DA}I PARIWISATA
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR ,.... TAHUN 2024)

Untuk : Roda Empat

Rp. lO.(XX),-
( Sepuluh Ribu Rupiah )

Rp. 1O.OOO,-
( Sepuluh Ribu Rupiah )

R.tdbud lnl iupunaut ot t Dhs t FDrd.&, Ohh-a. .lu E tHat E buFr.!.A..h In.n
Iru KrcL llt rllettt oLh &iLE P.,a.!oLE Eanntu D{.Et X.bup.r.i A6! Ut n

Arsip P€R}I,ATIAN !

Bll. tari.dl t hihngen drhm lendalrrn brlk b.rupa
b€rang beftrgi nuurun b€r E *ecll l.innye tidrk

mnjadi Lnggungirvyab p€tugr!

"""""""',20"'
Petugas Pengutip

SERI : C PEMERINTAH KABI,]PATEN ACEH UTARA

.tvo. : SERI: C No. .'

BUKTI PEUBAYAR/AX RETRIBUAI PIIIIYAIIAIT TEXPAT RTXREAAI DAI( PARIWIAA'TA
(QANI'N KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR..... TAHUN 2024)

Untuk : trbih dari Roda Empat

Retribusi Tarif Tik€t Masu
Kendaraan :

Lebih dari Roda Empat

Rp. lO.qX),-
( Sepuluh Ribu R.'tpia,h )

Rp. 1O.OOO,-
( Sepuluh Ribu Rupioh )R.tdtul lal rupuraut o],.h Dt'I K€F6wt .!, oLlth!. du pr,trtr.ri rhlDFt n tBh Ur.E

D.! B.rcL irt .llc.t.L oLh Brd.! PGlt loL.r B.ulgE Dr...h K.buFt.! Ac.h Ut.n

PER{A'IIAX I

EiL LrFdi t hil.ngen drl&n t! alr.n b.it b.rupa
tarrng borh.$ m.uplln ba6ng t.cit leiDny. tihk

m.niadi langgurqimb pe&9.3

,20.....Ar*ip

Petugas Pengutip

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

6D
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4. Karcis Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Dan Pariwisata Untuk Tiket
Masuk Orang Dewasa

5. Karcis Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Dan Pariwisata Untuk Tiket
Masuk Anak-anak

6. Karcis Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Dan Pariwisata Untuk Sewa
Gedung Olahraga

PEMERINTAH I{ABUPATEN ACEH UTARA
SERI: D
NO. : SERI : D No.

Retribusi Tarif Tiket Masuk:

Orang Dewasa

BI'KTI PEIEAYATIAX RE?RIBUSI PELAYAITAIT TEUPAT REKREASI DAN PAnIWISATA
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR..... TAHUN 2024)

Untuk: Orang Dewasa

Rp.3.(XX),-
( TigaRibu Rupiah)

Rp. 3.OOO'-
( Tiga Ribu Rupiah )

Rotrlbul lnl dlpungut ol,eh DlnB trepemudm, Otshnga d.r p.rtwi.ata Kabupaten Aceh UtaB
Den Karcir ld dlcetsl oleh Bedan Pengelolaan KGuangan Dr€Eh Xabup.t€n AcGh Utan

Arsip PERHATIAN !

Bila terfidi kehilangan dalam kendaraan baik berupa
barang berhaga maupun banng kecil lainnya tidak

rnenjadi tanggungiaweb peluga8

,20....
Petugas Pengutip

PEMERINTAH I(ABUPATEN ACEH UTARA

SERI: E ,lVo. :

BUKTI PEUBAYARAI{ RETRIBI'BI PELAYAITAIT TEUPAT REXRTASI DAII PARINISATA
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR..... TAHUN 2024)

Untuk: Anak - anak

Rp. 2.OOO,-
(Dta Ribu Rupiah)

Retrlbut tnt dtpungut oleb DlE. KetEBudao, OtahEga d.n prtwLata lkbugnten Aceh UtaE
Daa Karch lnl dicetah oleh Ba.ta! Pcngelolam KeBngan Daeah K.bupatetr Aceh Utan

PERHATIAI.I !

Bila terjadi kehilangan dalam kendaraan balk berupa
barung befiaga maupun barang kecil lainnya Udak

menjadi tanEgungia$,ab pe{ugas

Retribusi Tarif Tiket Masuk:

Anak - anak

I

Arsip

SERI: E
NO. :

Rp.2.(XX),-
( DuaRibu Rupiah)

. ,20...
Petugas Pengutip

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
SERI : F

/VO. : SERI: F No,:
BUKTI PEMBAYARAII RETRIBUSI PELITYAIIAII TEUPAT REXREASI DAN pARrwlsarA

(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR..... TAHUN 2024)
Untuk : Sewa Gedung Olahraga

Sewa Gedung Olahraga

Rp. IOO.OOO'-/Jam
( Serahls Ribu Rupiah) (Seratus Ribu Ruptah)

R€trlbqt lat dtpuagut oleh DlE. Kelrcmudraa, olahnga d.n pqdrlt.t. K.bulEten Aceh utrn
Iri! Earcir ini dteta& olet Eadan Pengslolutr Kcuengan Dacnh Kabutrnto Aceh Utrn

Arsip
PERHATIAI{ I

Bila terradi keruEakan hslllh6 gGdurg olahraga
meiljadi hnggungi.w.b penyewa

. ,20...
Petugas Pengutip

Rp. 1OO.OOO,-/Jaml
I

I
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7. Karcis Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata Untuk Tiket
Masuk Kolam Renang Orang Dewasa

8. Karcis Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata Untuk Tiket
Masuk Kolam Renang Anak-Anak

c Surat Perjanjian Penyewaan

SURAT PERJANJIAN PENYEWAAN TEMPAT/GEDUNG/ STADION/LAPANGAN

SERI: G
NO. :

Tiket Masuk Kolam Renang
Orang Dewasa

Rp. 1o.fiD,-lOraug
(SepuluhRibu Rupiah)

Arsip PERHATIAN !

Bila terj.dl kohilangan barang bertrarga maupun
barang kecil lainnya tidrk menladl tanggungjawab

pctugas

.,20.....
Petugas Pengutip

PEMERINTAH KABT'PATEN ACEH UTARA

SERI: G lVo. :
BUKTI PEIIIBAYARAN RETRIBI,SI PELAYANAIY TEUPAT RENREASI DAIT PARIWISATA

(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR..... TAHUN 2024)
Tiket Masuk Kolam Renang

Untuk: Orang Dewasa

Rp. lO.OOOr-/Orang
(SepuluhRibu Ruptah)

Rotrlbud tat dlpungut oloh Dln8 KopemudrM, Olahrag. dsn parlrtrata KabuFten A€h UtaB
Drn ILrclr lil dletrL oleb B.del Pengelolaa lleuagil DecEh Kabupaten Aceh UtaE

@
PEMERINTAH I(ABT}PATEN ACEH UTARA

SERI
ivo.;

H
SERI : H No.

Tiket Masuk Kolam Renang
Anak-Anak

BI]KTI PEUBAYARAIT BETRIBUSI PEI,AYAXAIT TEilPAT REXREASII DAIT PIIRIWISATA
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR..... TAHUN 2024)

Tiket Masuk Kolam Renang
Untuk: Anak-anak

Rp. 5.(XX),-/Orang
( LrmaRibu Rupiah)

Rp. 5.OOOr-/Orang
Rctrlburr rnt dtpunsut obh Drnas r{f*lflfdffi*rr p.rt i&tr KaburBt.n A6h utan

D.! N.rcL lnl dtetst ol€h Brdaa Peagelolaaa KeEsgan Daenh Kabulntcn Aceh Utan

Arsip PERHATIAN I

Bils terjadi kehilangen barang berharga maupun
benng kecil lainry& tidak menjadi tenggungiawab

pet/gas

,20....
Petugas Pengutip

OLAHRAGA
NOMOR :9OOl / SPP/20xx

Pada hari ini.....Tanggal........Bulan ....Tahun kami yang bertanda tanggan dibawah
ini :

1. Nama Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Aceh Utara selaku penanggung jawab ..., selanjutnya disebut
PIIIAK PERTAMA.

2. Nama selaku... (nama pemohon) Alamat Gampong ........ Kec
penyewa ..., selanjutnya disebut PIIIAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penyewaan
Tempat/GedunglStadion/Lapangan Olahraga .... yang mengikat dan berakibat hukum
bagi kedua belah pihak, dengan ketentuan sebagai berikut :

I
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PASAI 1
LII$GXIIP PBIYTESAAT

PTHAII PERfAtrA menyfdiakarl temps,tlGedung,/Stadionlt-ep€rngan Olahrqga... kepadaPIHAIT KuDuA, dan pIr,IAtr rrEDsA telah setuju *rrry*r"
tempatlGedung/Stadionll,apangan olahraga... menerirna, menjaga $arana dan
prasarana fasilitas tcmpat/Gedung/$tadionllapangan Otahraga dan dikembalikan
dalam keadaan baik.

FASAL 2
ITAKIII PEITYEWAAIT

Walffu peqycwaan mulai tanggal ... sampai dengan ....

PASAL 3
BIAYA PEITTATAAil I}ATT CANA PSiIYUIIORAII

tu PIHAX PETrI',AUA sepakat dengan PnIAK XE[xIr,, dan pIEAr rtrruA bsserria
menyewa tempat/Gedung/stadion/tapangan olahraga sebesar Rp. ...7- { ...
rupiah).

(2) Biaya sewa sebagaimana tersebut pada angka I di atas, disetor oleh PIHAI AIIDUA
sebelum tempat/Gedung/Stadion/Lapangan Olabraga .,. digunakan mel,alui Bank
yang telah ditentukan dengan kode rekerring .....

PASAL 4
garr8r

Apabila PIIIAI( IITDUA tidak mamlm menjage dan memelihara Earan& dan prasarana
{""$1q.__tempat/Gedung/Stadionllaparrgan Olahraga dengan baik, r.t" ptHAK
PERIAilA dapat memberikan sanksi berupa perbaikan atas k;rusalmn fasilitas tersebut.

PAfiAL 5
L/Uil.I"A[{

(1) Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjien ini meqjadi b,eban plllflf
IIEI}UA

{2} Perubahan atas surat pedanjian ini tidek berlelm kectrali terlebih dahulu dengan
persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 6
PEITUTUP

$urat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua bel*hpihak dmgan pcnuh kesedaran 4en
tatlggtrngiawab tanpa adanya paksaarr dari pihak ma:napun dan ditn"rat dalam rangkap 3
{ti8a) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hul*rrm yang $s.ma untuk digunafan
sebagaimana me{$tinya.

PIIIAIT ITTDUA PIIIAIT FERTAMA

T
-1

A JALIL...*.

Irli
-y
L

1t
x

+
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I,AMPIRAN M
FHRATURAN BUPA?I ACEH UTARA
!{ouCIR 16 r*wlr 2ozs
TET{TANG TATA CARA PEMUNGUTAIT RETRIBUSI FELAYANAN TEMPATREKREASI, PARIWISATA DAN OI,AHRAGA

FORMAT SURAT SETORAT-{ RETRIBUSI DAERAI{ (SSRDI

Ruang Terta-n I{a:
Rcgi*tcr / ?an& Tangan
PTttlS8SPEBtrlee

i Beri tenda i pada koteL dcngan hatcupan 3"ang dimitilo

?
'r

t ISMAIL A. JALII.-."_,.,

SSRD
(suR/rr sEroRAN

Tahun
RETRIBUSI DAERAH)

KOP PERANGKAT
DAERAH

PEMUNGUT

Masa Retribusi

Menyetor Elerdaserkan

Nama

Alamat

NPWRK

STRD
SKRKtts
SK kcberatan
Tahun:

SK Fembetulafl
lx,in lain
No. Urut

No

Deagan Huruf :

Petugas Tempat pembryaran
Tanggal:

Tanda Tangan :

NamaTerang :

Ditu{nra Olch: Tahun..
Pentretor

(. )

rft)
\ 4h-f /L::J

t

Ayat ,usl Jumlan tRpt -



- 18-

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR/6 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

a Surat Teguran

RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT

KOP PERANGKAT
DAERAH PEMUNGUT

Kepada Yth,

di-

SURAT TEGURAN
Nomor:

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan
Retribusi Daerah sebagai berikut :

Jenis Retribusi Tahun Nomor & Tanggal
SKRD, STRD, SK

Keberatan, SK
Pembetulan *)

Tanggal
Jatuh
Tempo

Jumlah
Tagihan

(Rp)

Jumlah

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, dimohon agar
Saudara segera melaporkan kepada kami.

Kepala,

Dengan Huruf : ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........)
Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-
undang Nomor 19 Tahun 1997, maka dimohon kepada Saudara agar dapat
melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat Teguran ini
diterima.

NIP

Tahun......
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b. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

Nomor UmtKOP PERANGKAT
DAERAH PENIUNGIJT

TRI}
Surat Tagihan Retribusi
Daerah
Masa Retribusi :

Tahun :

Nanra
Alamat

darr / ataul.

Darl Fenelltian dsn atau pemeriksaan terscbut dl aH.e, penghttungan jumt& yang maeih harus dibayar adalah

Bcrdasarkaa ITahunI 997
lanl ata$ pelakeanaan kewajiban

Tanggal Jatuh Tempo

pcacr&saan atau
Ayat Rctribusi :
Hama Ritribusi :

NPII/RK :

Sankd Administrasi

(I+2a|
7

Rp.

I
'2.

I
2-

atau Kaa Da*ah dcngor, Mcnguunakan Stnet $ctorar

scjak StRK ini!ntSTRK atauLrdak lcwatseteleh uraknldibayarkurang 30tamq haripa.litrB
2

3. Junlnh yeng ma*rh
Dongan Hrenrf :

Herap penSrctorerr dihkuhan
Refffbust (abupar *n (SSRlq

{ )
NIP

Kepala / An, Kepala EKpK
, ...............Tahua __..-.

Guating di*ini

TAIIDA?EnIHA

{ )

T{PWRK

NAMA

Alamat

Tehus
Yang Mcnarima

?
I

A

lJr

laYa.t

{

Rp.

Rn,



LAI\{PIRAN V
PERATURAN BUPAfi ACEH UTARA
NOMOR /A TAHUN 2025
TENTAI.IG TATA CARA PEMUNGUTAN
REKREASI, PARTWISATA DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI PELAYANAN TEI\dPAT

SURAT KETE:TAPAN RETRIBUSI DAERAH LF,BIH BAYAR (SKRDLB}

TANDA TERIMA No. SKRDLB:......

NT&IRD
NAMA
Alamat

,.r.., r.....r, ....Tahun",.
Yang Menerima

(. .l

T
a

Nomor

-ll- KOP PERANGKA]'
DABAH PEMUNGLIT

SINDLB
SURIT KETETAPAN RETRIBU$I

DAERAH TEBIH BAYAR
Masa Raribnrsi :

Tahun :

Nam^a

Alsmat
NPltrRD

N
I
a

3
4
dst
.Iurnlah Ketetapan Pokok
Jumlah Dende : a. Blrnga

Terbilang

1. Harap pcf,ryetoran diialnrkan di prangkat Daerah kmungut RffiibusilKae Dacrah
kepada peJahat yang riitu4iuk.

2- Apabita SKRX ini tidak atau kurang bayar sstelah walrtu 30 hari sejak diterima, m^aka
dilisnakan sanksi administrasi *ebe**r 3 % (due pereen} pcrbulan,

Perhatian:

Kepata Dinar/ An Kepala SKPI(

.)

Ruang untuk teraan
ll(as Rcgister ffarrds,?angan ktugae
Penerima

Ditcrima Oleh:
Petugas ?ernpat PembaSraran

Teflggel ;
Tanda Tangan:
NamaTerans :

Pm5retor,

t. ,t

Guting di dni

ISil,IAIL A. .I

Jumlah {Ru

{..
NIP.


